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Abstrak
 

Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum perceraian antara suami isteri terhadap harta bersama yang belum

dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan

Jual Beli atas harta bersama yang belum dibagi, diperlukan persetujuan dari mantan isteri atau suami,

apabila tidak ada persetujuan maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak setuju itu. Dalam

penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana akibat

hukum perceraian suami isteri terhadap harta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam

Perjanjian Pengikatan Jual Beli? Lalu yang kedua adalah bagaimana tanggungjawab Notaris atas Perjanjian

Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalam putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta

Nomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan

sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang

hukum perkawinan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan

dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang terjadi atas pembuatan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli ini adalah dirugikannya pihak isteri sebagai orang yang turut memiliki hak atas objek

tersebut dan dirugikannya pihak pembeli dalam perjanjian tersebut. Lalu tanggungjawab Notaris atas

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya adalah dijatuhkannya sanksi administratif berupa teguran

tertulis yang dijatuhkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta karena Notaris

terbukti melanggar Pasal 16, 39 dan 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris.

......

This thesis examines the legal consequences of a divorce between husband and wife to the undivided joint

marital property that being an object on sale and purchase agreement. In making a sale and purchase

agreement of undivided joint marital property, the consent of the spouses is required, if the consent is none,

it will cause a losses to the disagreed party. In this study, the authors raised two main ideas, first, how is the

effect of a divorce between husband and wife to the undivided joint marital property that being an object on

sale and purchase agreement? The second is how the responsibility of Notary on the sale and purchase

agreement as mentioned in Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:
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02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? The research method that will be used in this study is juridical-

normative.

The results of this study indicate that, the legal consequences of making this sale and purchase agreement is

the disadvantage of the wife as the person who also has the right to the object and also disadvantage of the

buyer in the agreement. Then the responsibility of the Notary on the Sale and Purchase Agreement he made

is an administrative sanction in the form of written warning imposed by the Majelis Pemeriksa Wilayah

Notaris DKI Jakarta because the Notary was proven to violate Articles 16, 39 and 47 Law Number 2 Of

2014 Concerning Amendment to Law Number 30 Of 2002 Concerning Jabatan Notaris.


